Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

bahwa dengan telah di aturnya Lembaga Kemasyarakatan di
Desa dan Kelurahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 2005 tentang Kelurahan dan sebagai tindak lanjut dari
Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,
perlu memberikan Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat, maka
dipandang perlu untuk terus mengoptimalkan peran lembaga
kemasyarakatan ditingkat Desa maupun Kelurahan, sehingga
diharapkan lembaga ini kedepan dapat berpartisipasi aktif
dalam keikutsertaannya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
KabupatenOgan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Sosial Nomor : 77/HUK/2010 tentang
Pedoman Dasar Karang Taruna;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 60);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 34);
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

abhw b=

o

10.

11.

12.

13.

14.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan.

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang dipimpin
oleh Camat.

Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan.

Desa atau yang disebut dengan nama lainadalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang
dibuat oleh Badan Permusyarawatan Desa bersama dengan
kepala desa.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah
dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau disebut
dengan nama lain adalah bagian dari kerja lurah dan
merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
Pemerintah Desa atau Lurah.

Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Desa atau Lurah.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk selanjutnya
disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah
yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
Pemerintah Desa atau Lurah dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang
pembangunan.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk
selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional
dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang
pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju
terwujudnya keluarga yang beriman dan bertagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur,
sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan
gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya
kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara
material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup
layak sebagai manusia yang bermanfaat.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari
suami dan istri, suami, isteri dan anaknya atau ayah dan
anaknya atau ibu dan anaknya.

Program PKK adalah 10 Program Pokok PKK yang merupakan
upaya pemenuhan kebutuhan dasar wuntuk terwujudnya
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Tim  Penggerak Pembedayaan  Kesejahteraan  Keluarga
Desa/Kelurahan selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan
adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah
dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai
fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak
pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya
program PKK.

Badan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah badan pendukung
program PKK.

Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di
bawah Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan yang dapat
dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.

Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang berada di bawah
Tim  Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dibentuk
berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10-20
rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah
setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan
Sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan
dalam pelaksanaan Program PKK.
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27.

28.

29.

Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang
merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh
dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab
sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda
di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan
terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang
secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian
Sosial.

Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang
disengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan
berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu
masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan
hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta
berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan
menyelesaikan  berbagai permasalahan kehidupan yang
berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum
adat yang berlaku.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan
dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan
umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan desa.

BAB II

BENTUK, MAKSUD DAN TUJUANLEMBAGA KEMASYARAKATAN

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesatu
Bentuk Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 2

Di setiap desa dan kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan
sesuai kebutuhan masyarakat.

Bentuk lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa LPM, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna,
RT, RW, LembagaAdat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan
mufakat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 3

Maksud dan tujuan lembaga kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) pada dasarnya untuk :

a.

membantu Pemerintah desa dan kelurahan dalam mendorong
masyarakat mewujudkan kesetiaan, ketaatan terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sebagai mitra dalam
memberdayakan masyarakat desa atau kelurahan; dan
membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan tata
kehidupan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat desa atau
kelurahan.
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